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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan  mengadili  perkara  perdata  agama pada tingkat  pertama telah

menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir di Durian Rambun, 15 Juni 2003, agama Islam,

pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  pendidikan  SLTA,

tempat  kediaman di  RT.  001,  Desa Durian  Rambun,

Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, Provinsi

Jambi,  dengan domisili  elektronik  pada alamat  email

XXXX, sebagai Penggugat;

melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir di Durian Rambun, 24 Juli 1999, agama Islam,

pekerjaan  Buruh  Karet,  pendidikan  SLTA,  tempat

kediaman  di  RT.  002,  Desa  Durian  Rambun,

Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, Provinsi

Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dengan  surat  gugatannya  tertanggal  04  November

2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada tanggal 08

November  2024  dengan  register  perkara  Nomor  471/Pdt.G/2024/PA.Bko,

mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan  Agama  Bangko  cq.  Hakim  yang  memeriksa  perkara  ini  untuk

menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);  
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3. Menghukum  Tergugat  untuk  membayarkan  nafkah  iddah  kepada

Penggugat sejumlah Rp20.000 x 90 hari  =1.800.000,00 (satu juta delapan

ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;  

4. Menghukum  Tergugat  untuk  membayarkan  mut'ah  berupa  uang

sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);  

5. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;  

Subsider

Dan atau  apabila  Majelis  Hakim berpendapat  lain,  mohon  untuk  menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari  persidangan yang telah  ditetapkan,  Penggugat  telah

hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang

lain  untuk  hadir  sebagai  wakilnya,  meskipun  Tergugat  telah  dipanggil  secara

resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh

suatu halangan yang sah;

Bahwa  atas  nasehat  Hakim  di  persidangan,  Penggugat  menyatakan

memohon untuk  mencabut  surat  gugatannya  untuk  berpikir-pikir  lagi  terutama

karena Penggugat dan Tergugat baru berpisah rumah selama 2 (dua) bulan;

Bahwa  karena  Penggugat  telah  mencabut  gugatannya,  maka  proses

pemeriksaan  perkara  ini  dinyatakan  telah  selesai  sehingga  tidak  perlu  lagi

dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara

persidangan  ini  dianggap  telah  termasuk  dan  merupakan  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  atas  nasehat  Hakim  di  persidangan,  Penggugat

menyatakan memohon untuk mencabut surat gugatannya untuk berpikir-pikir lagi

terutama karena Penggugat dan Tergugat baru berpisah rumah selama 2 (dua)

bulan; 
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Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak

melanggar  hak  Tergugat  sebab  belum  terjadi  jawab  menjawab  dan  lagi  pula

Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu

ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, sebagaimana maksud Pasal 271-

272  Rv.  jo. Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI Nomor  1841  K/Pdt/1984

ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan

sebelum ada jawaban dari Tergugat, dan setelah ada jawaban dari Tergugat maka

pencabutan  perkara  hanya  dapat  dikabulkan  apabila  ada  persetujuan  dari

Tergugat,  untuk  itu  maksud  Penggugat  untuk  mencabut  gugatannya  dapat

dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan dari

Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah

proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul  dalam perkara  ini

harus diperhitungkan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  tersebut  dalam  bidang

perkawinan,  maka berdasarkan ketentuan Pasal  89  ayat  (1)  Undang-  Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

dan  ditambah dengan Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006,  dan  perubahan

kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  Penggugat

dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari  peraturan Perundang-undangan  yang

berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

471/Pdt.G/2024/PA.Bko dari Penggugat; 

2. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Bangko  untuk  mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup
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Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Bangko pada

hari  Kamis tanggal  21 November 2024 Masehi  bertepatan dengan tanggal  19

Jumadil  Awwal  1446  Hijriah  oleh  Muhammad  Aulia  Ramdan  Daenuri,  S.Sy

sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

sidang  terbuka  untuk  umum  oleh  Hakim  Tunggal  tersebut,  dan  dibantu  oleh

Benny  Suryanto,  S.H.I sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto.

Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto.

Benny Suryanto, S.H.I

Perincian biaya :
-  Pendaftaran : Rp 30.000,00
-  Proses : Rp 50.000,00
-  Panggilan : Rp 17.000,00
-  PNBP Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
-  Redaksi : Rp 10.000,00
-  Meterai : Rp                10.000,00  
J u m l a h : Rp 137.000,00

(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
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